BAB III

PENUTUP
A. Kesimpulan

Penyelesaian hukum pemasaran atau jual beli smartphone
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blackmarket pada perdagangan section online dilakukan melalui dua cara
yaitu preventif dan represif. Penyelesaian hukum secara preventif dengan
adanya aturan membuat smartphone blackmarket yang lolos menjadi
tidak bisa digunakan karena tidak memiliki IMEI sehingga tidak bisa
menggunakan jaringan seluler Indonesia. Pada tanggal 18 April 2020,
Bea Cukai mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor:
PER-05/BC/2020 apabila terdapat impor smartphone yang tidak
diberitahukan kepada Bea Cukai maka Bea Cukai tidak akan
mendaftarkan IMEI suatu smartphone tersebut. Jika suatu smartphone
tidak memiliki IMEI maka smartphone tersebut tidak bisa digunakan
dengan jaringan seluler Indonesia. Peraturan yang dikeluarkan Bea Cukai
sangat ampuh dan efektif.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199
/Pmk.010/2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, Dan Pajak Atas
Impor Barang Kiriman juga sudah mengatur bahwa dokumen pengiriman
barang juga harus lengkap untuk dapat dikirim oleh pengirim kepada
penerima berdasarkan ketentuan dokumen yang berlaku dalam semua
pengiriman termasuk smartphone atau barang elektronik lainnya.
Undang-Undang No 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi juga

memperkuat agar jual beli smartphone blackmarket secara online juga
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bisa dicegah dengan mengizinkan petugas untuk melakukan pengecekan
melalui penyadapan kepada transaksi jual beli smartphone blackmarket.

Penyelesaian hukum secara represif bahwa setiap perbuatan
yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain
menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti
kerugian tersebut. Sedangkan penegakan hukum represifnya dilakukan
gugatan terhadap penjual smartphone blackmarket berupa ganti rugi dan
pidana penjara. Upaya preventif seperti pengecekan IMEI dan terbukti
menjual smartphone blackmarket maka akan segera dilakukan tindakan
sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang bisa berujung pada
penjara ataupun tuntutan kerugian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan
saran sebagai berikut:

1. Bagi pelaku penjual Smartphone Blackmarket pada pasar section
online saat ini langsung dapat dijerat oleh hukum dan dapat
dipenjarakan. Program pengendalian [International Mobile
Equipment Indentity (IMEI) di daerah pabean dapat dijadikan
upaya preventif untuk menghentikan peredaran smartphone

blackmarket. Selain itu, Marketplace juga harus turut bertanggung
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jawab terhadap ponsel atau produk HKT (Handphone/telepon
seluler, Komputer Genggam, dan Tablet) yang diperjual belikan
oleh merchant. Marketplace harus meminta surat pernyataan dari
para merchant bahwa tidak akan menjual produk HKT yang ilegal.

2. Bagi masyarakat agar dapat lebih berhati-hati dalam membeli
produk smartphone meskipun saat ini telah ada aturan IMEI di
setiap smartphone, sehingga dapat dibedakan dari hasil
blackmarket atau tidak.

3. Bagi Pihak Bea Cukai harus lebih memperketat pengawasan di titik
pemasukan seperti pelabuhan ketika blackmarket sudah beredar di
pasar tentu kewenangan bea cukai untuk melakukan penindakan
terbatas. Pertama, membuktikan itu barang impor atau tidak bea
cukai tidak bisa mengulik secara detail. Titik pengawan bea cukai
berada di pelabuhan, bandar udara. Begitu sudah release dan tidak
melewati jalur resmi maka penegakannya sulit jd kita terbatas di
pelabuhan sepanjang di pelabuhan terdeteksi maka itu kewenangan
bea cukai.

4. Penyelesaian hukum secara represif dapat dilakukan ketika menjual
smartphone blackmarket maka akan segera dilakukan tindakan

sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang bisa berujung
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pada penjara ataupun tuntutan kerugian karena peredaran
smartphone blackmarket adalah merupakan tindak pidana. Sanksi
admnistratif lainnya seperti tidak diberikan izin jual beli produk

apapun kepada penjual dan dikenakan denda pembayaran.
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